BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilahpueyai tujuan,
sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, takkecuali
perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batitaranseorang pria
dengan wanita yang diharapkan didalamnya terci@sa rsakinah,
mawadah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebetldian adanya
saling pengertian dan saling memahami kepentingaluk belah pihak,
terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban

Dalam UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikéhir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagmui $steri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang hahdgn kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam
pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagikisga bangunan
kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan itu umugwujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah danalaltentram,
cinta dan kasih sayarfg)untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya
saling pengertian dan saling memahami kepentingaluk belah pihak,

terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban

! Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1&#tabaya: Arkola, 2007, h. 5.
2 pasal 3Kompilasi Hukum Islam Republik Indones¥ngyakarta: Pustaka Widyatama,
2007, h. 11



Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpangr@uami-
isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain pataukepada
keluarganya, karena akibat tidak terpenuhinnyay@ailg harus diperoleh
atau tidak dilaksanakanya kewajiban dari salah pétak atau karena
alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya sugerselisihan diantara
keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustdhili perselisihan itu
akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinancépman). Bila
hubungan perkawinan ini tidak dapat lagi dipert&iaan dan kalau
dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran danu@eratan, maka
Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan
(percerian) sebagai langkah terakhir dari usahamgkan rumah tangga,
dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap ditkap, maka
kemudharatanlah yang akan terjadi. Putusnya pengawiperceraian)
dengan begitu adalah suatu jalan yang Ba&khingga perceraian adalah
pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalamatutangga yang tidak
dapat didamaikan.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prigaidilarang,
hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAWahwa talak atau
perceraian adalah perbuatan yang halal yang pdilognci Allah.
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% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh mdkahat
Dan Undang-Undang Perkawinadiakarta Kencana, 2007, h. 190.
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Artinya: “dari lbnu Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: ‘tpeatan
halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adaialak’.

Oleh karena itu isyarat tesebut menunjukkan bahalak tatau
perceraian merupakan alternatif terakhir sebagamtdpdarurat” yang
boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumagéatidak dapat lagi
dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. yafateebagai
alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebetarjadinya peceraian,
ditempuh usaha-usaha perdamaian antara keduapke&) karena ikatan
perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajatam.IsAjaran Islam
memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisyeng terjadi
diantara manusia diselesaikan dengan jalan perdangsiah). Ketentuan
ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam suratHAljurat ayat 10
yang berbunyi:
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Artinya:Orang-orang beriman itu sesungguhnya bedsaa. Sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara keduadsaamu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendaplaiat®

4 Abu dawud SulaimarSunan Abu DawuydBeirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyah 1996, h.
120.



Umar bin Khatab mengemukakan, bahwa menyelesaskextu
perkara berdasarkan putusan hakim sungguh tidakyanangkan dan
dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaramy yemlanjut, oleh
karena itu sebaiknya dihindari.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) wmejalan
perdamaian merupakan harapan semua pihak. Berdashukum acara
yang berlaku, perdamaian selalu di upayakan dapdtali persidangan.
Bahkan pada sidang pertama, suami istri harus Isadara pribadi tidak
boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkatah lanjut wajib
berusaha mendamaikannya, dengan memberi naselefiahadNamun
karena keadaan hubungan suami isteri yang berpertiapengadilan
sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, npalya perdamaian
yang dilakukan selama ini pun tidak banyak memblaagal.

Yang menjadi pembahasan disini adalah tentang @mablyang
dihadapi dalam asas perdamaian perkara perceraRendadilan Agama
Semarang. Karena asas perdamaian ini sangat bangaguntungkan
dalam setiap penyelesaian sengketa. Baik oleh pyfaalg berperkara
maupun oleh pengadilan itu sendiri. Disini perakimasangat diperlukan

dalam penerapan perdamaian tersebut.

Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman

mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata iggang menjadi

wewenangnya dengan cara diatur dalam Hukum Acangdéldan Agama

® Depag R] Al-Qur'an Dan Terjemahny&udus: Menara Kudus, h. 516.



dan diantara tugas pokok dari hakim adalah mend@amapihak-pihak
yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam pasalUs™No.7 tahun
1989 yang berbunyi:
“Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutamdara dan
tidak berhasil mendamaikan para pihak”.

Dan juga pasal 82 ayat 1 dalam UU yang sama bgirbun

“Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian hakienubaha
mendamaikan kedua belah pihak”

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusangy
dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceriiemjh-lebih jika sudah ada
anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalapaya
perdamaiari.

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidamgiatu
perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadatdamaian kepada
pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikaak4pimak yang
bersengketa itu lebih utama dari pada fungsi hakamg menjatuhkan
putusan terhadap setiap pekara yang diadilinyabigpaerdamaian dapat
dilaksanakan, maka hal ini jauh lebih baik dalamngadhiri suatu
sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yhaagperkara

merupakan prioritas utama dan dipandang adil dat@ngakhiri suatu

® Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU NorhoTahun 1974. dalam UU
tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuatuk menjamin cita-cita luhur perkawinan
yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahday kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 4asAsuka rela, 2. Partisipasi keluarga, 3.
Dipersulitnya proses perceraian, 4. Pembatasarggli yang ketat, 5. Kematangan calon
mempelai, dan 6. Perbaikan derajat kaum wanita. ghiRofiq, Hukum Islam Di Indonesi
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 56-57.

" Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Aganfagyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005, h. 32.



perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir detigak terdapat
siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapjtetmya kekeluargaan
dan kerukunan. Dan jika tidak berhasil didamaikdehadhakim, maka
barulah proses pemeriksaan perkara dilanjuikan.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembagg sgmpai
sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak menkieuntungan
baik bagi hakim maupun bagi pihak yang berperkEeuntungan bagi
hakim dengan adanya perdamaian itu para pihak pangengketa telah
ikut menunjang terlaksananya asas cepat, sedertt@mebiaya ringan.
Keuntungan bagi pihak yang besengketa dengan itrgyggerdamaian itu
berarti telah menghemat ongkos perkara, mempergeggtelesaian dan
menghindari putusan yang bertentangan. Apabila glesgian perkara
berakhir dengan perdamaian maka akan menambalarjalmbungan
antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan gadgh retak dapat
terjalin kembali seperti sediakala, malah mungkikara lebih akab
persaudaanny’.

Perdamaian pada perkara perdata umumnya, diatamdphsal
134 HIR dan pasal 154 R.Bg menerangkan pada se@mulaan
persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim ajidkan
mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yapegrara. Jika dapat
dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dilauatkkta perdamaian.

Dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persatuyang telah

8 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PegadiAgama
Jakarta: Kencana, h. 151.
% Ibid, h. 152.



disepakati terhadap putusan perdamaian itu tidplatddiajukan banding
kepengadilan tingkat tingd?.

Misalkan dalam kasus perceraian, usaha hakim dalam
mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dapat ukkk disetiap
sidang pemeriksaan dan setiap proses persidangpabild usaha
perdamaian telah dilakukan oleh hakim semaksimaigkin tetapi tidak
berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusaai.cer

Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai Inifair
tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antaeanisustri dalam
sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga ysag dapat
diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan anak dapéiksednakan
sebagaimana mestinya. Kerukunan keluarga antaraakedlah pihak
dapat berlanjut. Harta perkawinan dapat lestari apang kehidupan
mereka. Memperlihatkan itu semua, maka mendamai&ereraian adalah
suatu perbuatan yang terpuji dan diutamakan. Agagdi perdamaian itu
dapat terlaksana secara efektif dan optimal, medamat mungkin hakim
menemukan hal-hal yang melatarbelakangi terjadipgasengketaan.
Terutama atas alasan perselisihan dan pertentakGaena seringkali
terjadi perselisihan timbul karena hal yang sasgptle.

Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhledand hal
perceraian bersifat imperarif (memaksa). Usaha areatkan merupakan

beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakitam setiap

19 Mukti Arto, Op.Cit.,h. 95.



pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara naégsice Sifat
imperative upaya mendamaikan terutama dalam semgla@teraian atas
alasan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karema uwpaya
mendamaikan harus dilakukan secara optimal oledn lpeim.

Mendamaikan para pihak ini dapat dilakukan padaargid
pemeriksaan. Hakim wajib menghadirkan para keluatp tetangga
dekat para pihak untuk didengarkan keteranganngaddainta bantuan
mereka agar para pihak dapat rukun kembali. Perdandapat terjadi
pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke géagatelah
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) NahRrt 2003, yang
telah direvisi dan diganti oleh Perma No.1 tahuf&€ntang prosedur
mediasi di pengadilan. Perma ini dilatarbelakargdmargia penumpukan
perkara di lingkungan peradilan terutama dalamarerkasasi, mediasi ini
dianggap instrumen efektif sebagai proses penyalessengketa yang
lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses lghih besar kepada
para pihak dalam rangka untuk menemukan penyetegmiekara secara
damai yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa &eadil

Perma ini berlaku untuk lembaga-lembaga peradilarbaivah
kekuasaan Mahkamah Agung (peradilan satu atap) lag#dr optimal
dalam penyelenggaraan perdamaian di lingkungardiema Melihat dari
Perma ini yang menetapkan bahwa mediasi sebagiarhaleum acara

dalam perkara perdata, sehingga putusan akandmatalhukum manakala



tidak melalui proses mediasi.Dimana proses terjadinya perdamaian di
Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Segsaagat minim
dan jarang sekali perkara yang telah masuk ke EléagaAgama kota
Semarang bisa diselesaikan dengan jalan perdamagbimn-lebih perkara
perceraian sangat sedikit sekali bisa diselesadenmgan jalan mediasi.
Dari dokumen Pengadilan Agama Semarang, pada Balanari sampai
Juli 2009 cuma ada 9 perkara yang berhasil dimédiasdari 1472
perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semafahtglihat dari
jumlah perkara yang sangat minim sekali yang bdrdasediasikan, ini
menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menghamdladdm proses
mediasi tersebut.

Hasil wawancara ketika pra riset dengan salah sakim di
Pengadilan Agama Semarang bahwa penerapan mediassangat
membantu dalam penyelesaian perkara perdata texygareraian, dalam
perkara perceraian keberhasilan mediasi tidak hkedsia belah pihak
yang bersengketa (suami-istri) dapat rukun kembgditu tetep
meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraianpiTkéderhasilan
mediasi dalam perkara perceraian itu dapat dicidéai para pihak yang
tidak berhasil dalam proses mediasi (adanya peargrdetapi dalam
kehidupan kedua belah pihak selanjutnya dalam komdkun, damai,
tidak adanya saling bermusuhan antara para piheiniharus melihat

kondisi para pihak, bila perkawinan itu dilanjutkden yang ada hanyalah

1 peraturan Mahkamah Agung Republik Indondsi@ 1 Tahun 2008 Tentarediasi
Jakarta, 2008, h. 4.
2 Dokumen Penggadilan Agama Semarang, prariset ¥&tNa09.
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perselisihan yang berkelanjutan, lebih baik perkawitersebut diputus
untuk menghindari kemadharatan dan menggapai kehstah dalam
kehidupan selanjutny4.

Dari latar belakang di atas maka penulis akan megimgla dalam
sebuah skripsi yang berjudtillmplementass Mediasi Dalam Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka berfikir dan latar belgkahasalah
diatas maka timbul beberapa permasalahan sebagaitbe
1. Bagaimanakah implementasi mediasi dalam perkaraepgan di

Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasafegerceraian
di Pengadilan Agama Semarang?
C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yangning capai
sesuai dengan latar belakang dan rumusan masatghdyaraikan diatas,
maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Formal

Untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk nuiepi

syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islada pakultas

Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

13 Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim Pengadilgara Semarang, tanggal 17
Maret 2009.
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2. Tujuan Material
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi mediaandplerkara
perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadafamda
proses mediasi perkara perceraian di PengadilamAdgemarang.
D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yarmgetalam
suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskadudukan atau
posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seonaageliti, diantaranya
penelitian yang sudah ada mengenai objek yang s&wsamping itu
telaah pustaka juga dapat menghindarkan penelitipgagulangan atau
duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukagladh pustaka juga
mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan sufarmasi yang
ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitadengan judul yang
digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Kajian tentang mediasi, khususnya dalam penerapadiasi
perceraian di Pengadilan Agama Semarang sepajangligpeketahui
berdasarkan studi kepustakaan pada perpustakaaitdsagyari'ah IAIN
Semarang berbeda dengan tulisan yang secara kmengkaji tentang
penerapan mediasi ini. Namun, berdasarkan litexdit@ratur yang
penulis temukan ada beberapa buku dan artikel gaarginggung sekilas

tentang penerapan mediasi, diantaranya adalah:
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1. Skripsi yang disusun oleh Dwi Arini yang berjudd®éran Hakim
Dalam Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Di dailan
Agama Purworejb Dalam skripsi ini menjelaskan tentang keberadaan
hakim dan peran hakim dalam perkara perceraian etig&dilan
Agama Purworejo. Hakim yang ideal haruslah bersiakgif dalam
melaksanakan perdamaian terhadap para pencarild®atkrutama
dalam perkara perceraian, karena perkara percersampakan ikatan
yang sangat kuat antara dua keludfga.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Abdul Majid Zairnvhla yang
berjudul “Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilargéle
Kelas 1 A Semarang” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang
kontribusi mediasi dalam upaya pengurangan penuamppkrkara di
pengadilan maupun sebagai konflik alternative ddnkeeberapa factor
yang mempengaruhi kegagalan penyelesaian perkata wyatuk
memberikan pemahaman terhadap hokum dan penegadailak
dengan mengubah budaya masyarakat untuk terbisgemesaikan
konflik melalui mediast?

3. Penelitan Muhammad Saifullah, dalamiHukum Mediasi di
Indonesia”. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya mengatakan
bahwa mediasi sebagaiternative Dispute ResolutiofADR) yang

cukup efektif, telah memiliki payung hukum, meskipmekanisme

4 Dwi Arini, Skrpsi“Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perkara Pexie@ Di
Pengadilan Agama Purworejo'Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

15 Abdul Majid Zainul Mala,Skripsi”Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Peritged
Negeri Kelas | A Semarangemarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2003.
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yang terkait masih menyisakan masalah, seperti oioy& persepsi
yang berbeda-beda tentang keberadaan aturan diris&elain itu, di

lapangan menunjukkan bahwa mekanisme dan prosestliasn belum

detail, khususnya mediasi non peradilan. Banyatofagang menjadi
penghambat pelaksanaan mediasi p@darrt Connected Mediation
Systemseperti hakim (mediator, advokad dan subtansi undawclang

dan perma yang mengaturnyg).

4. Tesisnya Ali Muhyidin, 2006 yang berjuduMtdiasi Sebagai Upaya
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilaibalam tesis ini
menjelaskan tentang mediasi sebagai sarana alternanyelesaian
sengketa belum diupayakan secara maksimal olehalganlembaga
peradilan, khususnya di Jawa Tengah. Hal ini diskdna oleh
kurangnya mediator-mediator yang sudah mempunyatifikat dari
Mahkamah Agung (MA) yang dapat mempengaruhi profedisme
seorang mediator serta kinerja mediator yang sebalgesar masih
berlandaskan intensif, banyak hakim yang belumidérdsebagai
mediator namun memainkan peran itu, adanya kepsmcayada
hakim bahwa tugas mereka adalah memutus pefkara.

Selanjutnya dari hal-hal tersebut diatas, masakaig yberkaitan
langsung dengan penelitian penulis yang berjtidioiplementasi Medias

Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang” yang

secara spesifik membahas tentang penelitian tdise@pengetahuan

® Muhammad Saifullatiukum Mediasi Di Indonesi&emarang, 2006
7 Ali Muhyidin, Tesis“Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengkeitaluzr
Pengadilan”, Semarang, 2006
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penulis pembahasan ini berbeda dengan penelitiag parnah dikaji oleh
orang lain. Oleh karena itu penulis berusaha unmakggangkat persoalan
diatas dengan melakukan telaah terhadap literafurg ymenunjang
penelitian ini.
. Metode Penulisan Skripsi
Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan mamylimaka
agar dalam penulisan dalam suatu pembahasan éag@ht dan mengena
pada permasalahan maka dalam penulisan skripsimemnggunakan
berbagai metode antara lain:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangall (research
yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan p=metli tempat
terjadinya segala yang diselidii.Dalam penelitian ini penulis akan
melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semaramguku
memperoleh data-data yang diperlukan
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitaht&tibdengan
rancangan studi kasus. Penelitian yang menggunakemdekatan
kualitatif bertujuan menggali atau membangun syatposisi atau
menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti bekpigiari realita atau
peristiwva yang berlangsung di lapangan. Apa yarmpdiipi dalam
penelitian adalah dunia sosial kehidupan seharipeerelitian ini

berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalaia thrsebut

18 Sutrisno HadiMetodologi Research Yogyakarta: Andi Offset, 1995, h. 6.



15

dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh diglam®leh
karena itu, apa yang dilakukan peneliti selamaadahgan termasuk
dalam suatu posisi yang berdasar kadus atau ideogyang
mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kaextestu*®
Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian i@isifat studi
kasus mengenai praktek terhadap pelaksanaan mediasn perkara
perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Studi skaklam
penelitian memang senantiasa dilekatkan pada piendtualitatif.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumberkmrindata
sebagai berikut:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung sudoyek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atial
pengambilan data langsung pada subyek sebagai simfiirenasi
yang dicar® Data primer disini adalah wawancara langsung dari
hakim dan pihak yang tidak berhasil dimediasikaokumnen-
dokumen register dan berkas perkara serta hasiyapestan
sidang.

b. Data sekunder, adalah data-data yang berasalrdaug &edua atau

bukan data yang datang secara langsung, namundakatami

' Burhan Bungin,Metode Penelitian KualitatifJakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001, h. 124,

% Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatiian R & D Bandung: Alfabeta,
Cet. Ke-4, 2008, h. 2.
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mendukung pembahasan dari penelitiarfiimdata sekunder disini
yaitu Perma No.1 Tahun 2008, buku-buku, karya itndan segala
sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data digunakan untuk mempedathyang
diperlukan, baik yang berhubungan dengan studatit® maupun data
yang dihasilkan dari data empiris. Dalam penelitian penulis
menelaah karya-karya tulis, buku-buku maupun dokudukumen
yang berkenaan dengan penelitian. Untuk selanjutdijadikan
sebagai acuan dan alat utama dalam praktek pandhjpangan.
Adapun untuk empirik, penulis menggunakan bebemapgtode,
yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan
secara sengaja, sistematis mengenal fenomena stsrejan
gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan péeatea.
Observasi juga sebagai alat pengumpulan data dhjaséukan
secara spontan dapat pula dengan daftar isiantgtatg disiapkan
sebelumny&® Metode ini digunakan secara langsung untuk
mengamati problema dan implemantasi mediasi dalankapa

perceraian di Pengadialn Agama Semarang.

L bid., h. 225.
22 p, Joko Subagydyletode Penelitian Dalam Teori Dan Prakfelakarta: PT Rineka
Cipta, h. 63.
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b. Wawancara
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud

untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kagia
organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya disaigikan dua
pihak yaitu peristiwva pewawancara (interviewer)gamengajukan
pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (inteed§" Ini
untuk memperoleh data atau informasi yang diperdukéetode ini
digunakan dalam pegumpulkan data untuk mengetabcara
detail bagaimana implementasi mediasi perceraiaRetigadilan
Agama Semarang dan apa yang menjadi hambatan getzsas
mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama @&g.aDalam
hal ini yang menjadi interviewer adalah hakim dahak yang
tidak berhasil dimediasikan.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari \gGatg
otentik yang bersifat dokumentasi baik data itugybarupa catatan
harian, memori atau catatan penting lainya. Ada@mny dimaksud
dengan dokumen disini adalah data atau dokumarlisert
4. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukeahisés
data. Untuk mengolah data yang diperoleh, dalanpskini penulis

menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu gupénelitian yang

3 Burhan BurginOp.Cit.,h.155.
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bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan péaistiva
sebagaimana adanya,sehingga bersifat faktuizéngan menggunakan
alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikd&esimpulan yang
bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

Peneliti juga menggunakan salah satu jenis pemelieskriptif
yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu k&tate yang
digunakan untuk mempelajari secara mendalam dana jug
menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkaatigerpada
suatu kasus secara intensif dan rfiddengan demikian studi kasus
ini berusaha memberikan gambaran yang terperincgate tekanan
pada suatu kejadian, sehingga mendapat gambaran lyas dari
subjek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas darudadiikan
pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dgsiskri, maka
penulis memberikan penjelasan secara garis besatiaj@m skripsi ini
dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai beriku
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitiangyan

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalgian

4 Hadari NawawiMetode Penelitian Socia¥ogyakarta: Gajah Mada University, Press,
1993, h. 31.

% Noeng Muhadijir Metodologi Penelitian KuallitajfYogyakarta: Rake Sirasi, 1996, h.
38.
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penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penuk&apsi
dan sistematika penulisan skripsi.

DESKRIPSI UMUM TENTANG MEDIASI

Dalam bab ini memuat gambaran umum tentang peagert
mediasi, yang menguraikan tentang perdamaian dalam
perspektif Islam yang berisi pengertian, dasar huklan
syarat-syaratnya. Juga tentang mediasi peradi@our(
Mandatet Mediation yang menjelaskan pengertiannya,
prinsip mediasi, tentang mediator, proses medias d
keuntungan dan kelemahan dari mediasi.
IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN Dl PENGADILAN AGAMA
SEMARANG

Bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Semarang,
gambaran Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur
mediasi di pengadilan, pelaksanaan mediasi dalakafze
perceraian di Pengadilan Agama Semarang serta amba
dalam proses mediasi perkara perceraian di Peagadil
Agama Semarang.

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN

AGAMA SEMARANG
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Dalam bab ini merupakan pemaparan dari analisis
pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di
Pengadilan Agama Semarang dan analisis hambatam dal
proses mediasi perkara perceraian di PengadilammAga
Semarang.

PENUTUP

penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran dantpenu
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